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ABSTRAK

Semenjak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 disahkan, banyak kontra dikalangan masyarakat. Hal tersebut
disebabkan karna adanya pasal didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tersebut yang dikhawatirkan berpotensi dapat
menjadi celah untuk melakukan tindak pidana korupsi, pasal tersebut yaitu pasal
27. Oleh sebab itu, Penelitian ini akan mengkaji Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (Library Research). Sifat
penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penguraian secara teratur seluruh
konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas. Serta menggunakan
metode pendekatan yuridis normative yang dilakukan dengan cara menelaah dan
menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan hal yang
dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 27 Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tidak sepenuhnya membawa
kemudharatan sebab tujuan dari disahkannya peraturan tersebut adalah untuk
mengatasi krisis keuangan yang terjadi akibat dari pandemi COVID-19. Perlu
dilakukan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat Ketika pengesahan suatu
peraturan agar tidak terjadi salah penafsiran dikalangan masyarakat.

Kata Kunci: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020, Maslahah Mursalah, kaidah fikih.
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MOTTO

“Kemenangan hari ini bukanlah berarti, kemenangan esok hari.

kegagalan hari ini bukanlah berarti, kegagalan esok hari.”’

(Kahlil Gibran)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No:
158/1987 dan 0543b/U/1987.

I Konsonan Tunggal

tidak dilambangkan

Be

Te

es titik atas

Je

ha titik di bawah

ka dan ha

De

zet titik di atas

Er

zet

€s

es dan ye

es titik di bawah

de titik di bawah

te titik di bawah

Vii



L Za' z zet titik di bawah
a '‘Ayn koma terbalik (di atas)
¢ Gayn G ge
— Fa' F ef

A Qaf Q qi

Sl Kaf K ka

J Lam L el

2 Mim M em

o Niin N en

3 Waw W we

J Ha' H ha

3 Hamzah e e o apostrof

¢ Ya \{ ye

Il. Konsonan Rangkap karena Tasydid ditulis rangkap
Onilaia ditulis muta‘aqqidin
8 ditulis ‘iddah

1. Ta' marbiitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan, ditulis h:

A ditulis hibah

Qo ditulis jizyah
(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap
ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

Al daxs  ditulis ni'matullah
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Ukdll 38 3 ditulis zakatul-fitri

1V. Vokal Pendek

__ = (fathah) ditulis a contoh G ditulis daraba
(kasrah) ditulis i contoh agd ditulis fahima
& (dammah) ditulis u contoh S ditulis kutiba

V. Vokal Panjang
1. fathah + alif, ditulis a (garis di atas)
Adals ditulis Jjahiliyyah
2. fathah + alif magqsur, ditulis a (garis di atas)
(S ditulis vas'a
3. kasrah + ya mati, ditulis 1 (garis di atas)
R ditulis majid
4. dammah + wau mati, ditulis G (dengan garis di atas)

s ditulis furid

V1. Vokal Rangkap
1. fathah + ya mati, ditulis ai
ASi ditulis bainakum
2. fathah + wau mati, ditulis au

"

Js ditulis gaul

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Al ditulis a'antum
e ditulis u‘iddat
S Al ditulis la'in syakartum



VIII. Kata sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-

oA ditulis al-Qur'an
ol ditulis al-Qiyas
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf gamariyah.
(e ditulis al-syams
elandl ditulis al-sama’

IX. Huruf Kapital

Huruf kapital dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf
awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang,
maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf

awak kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut

penulisannya

ol g 50 ditulis z{awi al-Furiid
ol Jal ditulis ahl as-Sunnah

XI. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
a. Kosa kata arab yang lazim dalama bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, zakat dan
sebagainya.
b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah

dan sebagainya.



C.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab,
Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya.
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KATA PENGANTAR

psa ) Graa Bl ) avy
Ol g L) gal o Gl Ay g Cpallad) Gy b )
il e adall g B3l g Al gy Tdana 0 3¢l g AL el Y san g U V) AN Y (o agedi
ceodty Lal (el dpaua g Al o g daa U gl pall g sLY)
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limpahan Rahmat, Inayah, Taufik serta Hidayah-Nya, sehingga penulis
dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam tetap tercurah
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Virus corona merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan
yang menular. Banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah untuk
menangani kasus COVID-19 ini, mulai dari sosial distancing hingga PSBB.
Bukan hanya sektor kesehatan saja yang terkena dampak dari mewabahnya
COVID-19 ini, tapi banyak juga bidang-bidang lain yang terkena
dampaknya, salah satunya yakni keuangan negara. Dikarenakan
kegentingan yang memaksa tersebut sebagai akibat dari adanya Corona
Virus Diseas 2019 (COVID-19), Pemerintah membuat kebijakan dengan
menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas 2019 (COVID-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tersebut mengatur mengenai kebijakan keuangan negara yang meliputi
penganggaran dan pembiayaan, kebijakan di bidang keuangan daerah,
kebijakan di bidang perpajakan, pelaksanaan program pemulihan ekonomi

nasional, pelaksanaan kebijakan keuangan negara, serta pelaporan. Dan



kebijakan stabilitas sistem keuangan yang meliputi kebijakan stabilitas
sistem keuangan, kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh bank
indonesia, kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh lembaga penjamin
simpanan, kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh otoritas jasa

keuangan, kewenangan dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah.

Semenjak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 dibentuk, banyak sekali terjadi penolakan dari masyarakat.
Terutama soal pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) karna dianggap mengatur
mengenai hak imunitas kekebalan hukum pejabat dalam menjalankan
kewenangannya. Dalam hal ini, timbul kekhawatiran pasal tersebut dapat
menghilangkan prinsip tranparansi dan tanggung jawab serta dapat
dimanfaatkan oleh Sebagian oknum untuk melakukan tindak pidana

korupsi.

Pasal 27 ayat (1) “Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan/atau
Lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan
negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara
termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan,
kebijakan stabilitas sitem keuangan, dan program pemulihan ekonomi
nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan

perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara”.

Pasal 27 ayat (2) “Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota

secretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai kementerian keuangan, Bank



Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan
pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata
maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada Iktikad baik

dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 27 ayat (3) “Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil
berdasarkan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang ini bukan
merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha

Negara”!

Idealnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas 2019 (COVID-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan merupakan
suatu tindakan penyelamatan ekonomi negara. Namun justru faktanya
Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 dapat menjadi celah untuk melakukan

penyimpangan kewenangan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, penulis
tertarik untuk meneliti peraturan pemerintah pengganti undang-undang
nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas

sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus diseas 2019

! peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 pasal 27



(COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang
membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan

dengan menggunakan perspektif maslahah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penyusun dapat menarik

beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana pandangan Maslahah (dalam konsep Kaidah Fikih)
terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2020 ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Menjelaskan bagaimana pandangan Maslahah (dalam konsep
kaidah fikih) terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoretis, penelitian ini berguna untuk memberikan

sumbangan pemikiran tentang pandangan Maslahah (dalam
konsep kaidah fikih) terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Selain itu, penelitian ini
juga dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang berkaitan

dengan penelitian ini.



b. Secara praktis, penelitian ini dapat menjawab keresahan
masyarakat terhadap kontroversi Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020.

c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana

D. Telaah Pustaka

Pertama, jurnal yang dituis oleh Tigor Einstein, Muhammad Ishar
Helmi, dan Ahmad Ramzy, yang berjudul Kedudukan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif
IImu Perundang-Undangan. Kesamaan penelitian tersebut dengan yang
diteliti oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang kebijakan
keuangan negara untuk penanganan COVID-19. Sedangkan perbedaannya
yaitu pada perspektif penelitiannya, pada penelitian tersebut menggunakan
perspektif ilmu perundang-undangan sedangkan penulis menggunakan

perspektif hukum islam.?

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Eling Sinta, yang berjudul Analisis
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas 2019 Perspektif Siyasah
Dusturiyah (Studi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020). Kesamaan penelitian tersebut

dengan yang diteliti oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang

2 Tigor Einstein, Muhammad Ishar Helmi, dan Ahmad Ramzy, “Kedudukan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Perspektif IImu Perundang-
Undangan”, Jurnal sosial dan Budaya Star,l, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 7 No. 7 2020.



kebijakan keuangan negara untuk penanganan COVID-19. Sedangkan
perbedaannya yaitu pada perspektif penelitiannya, pada penelitian tersebut
menggunkan  perspektif  siyasah  dusturiyah  sedangkan penulis

menggunakan perspektif Maslahah (dalam konsep kaidah fikih).2

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Fitra Arsil dan Qurrata Ayuni, yang
berjudul Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan
Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19. Kesamaan penelitian
tersebut dengan yang diteliti oleh penulis yakni sama-sama membahas
tentang penanganan menghadapi COVID-19. Perbedaannya yakni
penelitian tersebut menggunakan obyek penelitian pasal 12 UUD 1945 dan
pasal 22 UUD 1945, sedangkan penulis menggunakan obyek penelitian
berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas 2019 (COVID-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.*

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Moh Zakiyul Umam dari
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang

berjudul Kebijakan Penanganan COVID-19 dalam Peraturan Pemerintah

3 Eling Sinta, “Analisis Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi COVID-19 Perspektif Siyasah Dusturiyah”, Fakultas Syari’ah, Institut Agama
Islam Negeri Bengkulu, 2021.

4 Fitra Arsil dan Qurrata Ayuni, “Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan
Indonesia dalam Menghadapi Pandemi COVID-19”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50 No. 2,
2020.



Pengganti Undang-Undang No 1. Tahun 2020 Perspektif Magasid
Syari’ah. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni
sama-sama membahas tentang kebijakan penanganan COVID-19.
Sedangkan perbedaannya yaitu pada perspektif penelitiannya, pada
penelitian tersebut menggunakan perspektif Maqasid Syari’ah sedangkan

penulis menggunakan perspektif Maslahah (dalam konsep kaidah fikih).?
E. Kerangka Teori

Maslahah
Maslahah secara etimologi adalah sama dengan manfaat. Menurut
Ibn Mandhur dalam lisan al-Arab, maslahah adalah searti dengan kata
shaalah, berbentuk tunggal dari kata muslahih. Dengan demikian setiap
sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik, seperti hal-
hal yang bersifat menguntungkan dan yang mengenakan atau dengan
menolak /menghindari seperti menolak/menghindari hal-hal yang dapat
merugikan dan menyakitkan adalah layak disebut maslahah.®
Maslahah terbagi menjadi beberapa bagian, berikut beberapa
pembagian maslahah:
1. Maslahah  al-Mu’tabarah, yaitu = maslahah  yang

diperhitungkan oleh syar’i. Maksudnya ada petunjuk dari

> Moh Zzakiyul Umam, “Kebijakan Penanganan COVID-19 dalam Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Perspektif Magqasid Syari’‘ah’, Fakultas Syari’ah dan
Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

& Malthuf Siroj, Paradigma Ushul Figh:Negosiasi Konflik Antara Maslahah dan Nash,
Yogyakarta, Pustaka llmu Group, 2013, him.11



syar’i baik langsung maupun tidak langsung yang
memberikan petunjuk pada adanya maslahah yang menjadi
alasan dalam penetapan hukum.

2. Maslahah al-Mulghah, yaitu maslahah yang dianggap baik
oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara’ dan ada
petunjuk syara’ yang menolaknya.

3. Maslahah al-Mursalah, yaitu maslahah yang biasa disebut
Istishlah, apa yang dipandang baik oleh akal, dan sejalan
dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, namun
tidak ada petunjuk syara’ yang memperhitungkannya

ataupun yang menolaknya.’

Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum,

maslahah dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Maslahah Dharuriyah, yaitu kemaslahatan yang menjadi
dasar tegaknya kehidupan hak asasi manusia, baik yang
berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam
kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan
kehidupan manusia. Zakaria al-Bisri menyebutkan bahwa
Maslahah Dharuriyah ini merupakan dasar asasi untuk
menjamin kelangsungan hidup manusia, jika ia rusak maka

akan muncullah fitnah dan bencana yang besar.®

7 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, Jakarta, Prenada Media Grup, 2009, him. 351-354
8 Satria Efendi, Ushul Figh, Jakarta, Prenada Media, 2005, him. 120



2. Maslahah Hajiyah, yaitu segala sesuatu yang sangat

dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan
menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan ancam eksis
aspek hajiyat ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan
manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan
kesulitan dan kesukaran saja.’

Maslahah Tahsiniyah, yaitu maslahah yang kebutuhan hidup
manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak
sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu
dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan

keindahan bagi hidup manusia.'®

Menurut Abdul Wahab Khallaf, Maslahah dapat dijadikan legislasi
hukum Islam bila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Berupa maslahah yang sebenarnya, bukan maslahah yang

sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-
hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik
manfaat dan menolak kerusakan.

Berupa maslahah yang bersifat umum, bukan untuk

kepentingan perorangan.

123

9 Alaiddin Koto, llmu Figih dan Ushul Figih, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2004, him.

10 sarmin Syukur, Sumber-Sumber Hukum Islam, Surabaya, Al-lkhlas, 1993, him. 183



10

3. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan

oleh nash serta ijma’ ulama.
F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian Pustaka (library research),
yakni penelitian ini dilakukan dengan cara menuliskan,
mengklasifikasikan, mereduksi, dan menj adikan data yang
diperoleh dari sumber tertulis.*> Dalam penelitian ini penyusun
menggunakan sumber berbagai data dari buku, jurnal, skripsi,
dokumen, dan website yang valid yang berkaitan dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan.

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penguraian secara
teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang

dibahas. Selanjutnya, data yang terkumpul disusun dan dijelaskan

11 Abdul Wahab Khallaf, /lmu Ushul Figh, ter. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-Kaidah
Hukum Islam, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2002, him. 125
12 sutrisno Hadi, metodologi research, Yogyakarta, 1990, him. 9
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lalu disimpulkan. Objek dalam penelitian ini adalah Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan. Objek tesebut kemudian dideskripsikan dan dianalisis
menggunakan perspektif Hukum Islam lalu disimpulkan.

Metode Pendekatan

Penelitian ini  menggunakan pendekatan yuridis normatif.
pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan
menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan.

. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah studi Pustaka, Teknik pengumpulan data dengan studi
pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang relevan

atau sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian.
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5. Sumber Data

a. Data primer
Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Diseas 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau  Stabilitas  Sistem
Keuangan.

b. Data sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang
berkaitan dengan obyek yang diteliti berupa buku, jurnal dan
sumber lainnya yang juga membahas mengenai masalah
yang penulis teliti sehingga dapat membantu dalam

menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah
dipahami, maka Penulis menggunakan sistemstika pembahasan sebagai
berikut:

BAB I, pendahuluan pada bab ini berisi latar belakang masalah yang
berisi penjelasan secara akademik yang menjadi sebab diangkatnya judul

dalam skripsi ini sehingga dapat diketahui mengapa judul yang diangkat
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perlu dan menarik untuk diteliti. Kemudian setelah latar belakang masalah,
terdapat rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang penulis
angkat untuk dicari jawabannya dalam penelitian. Setelah itu, tujuan dan
kegunaan penelitian. Kemudian, telaah pustaka yang berisi data mengenai
penelitian-penelitin  sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini.
Kemudian, kerangka teoritik yang berisi teori-teori yang digunakan untuk
menganalisis masalah yang akan diteliti. lalu metode penelitian yang berisi
jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan dalam
penelitian, teknik pengumpulan data dan sumber data yang digunakan dalam
penelitian.

BAB I1, berisi tentang tinjauan teori secara umum untuk digunakan
sebagai pisau analisis pada pembahasan selanjutnya. Pada BAB 11 ini, akan
mengulas sebuah konsep teori Maslahah, dalam teori tersebut akan
digunakan untuk membedah penelitian terkait kebijakan keuangan negara
untuk penanganan COVID-19.

BAB I, berisi gambaran umum tentang Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Diseas 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

BAB 1V, berisi analisis yang dilakukan oleh penulis terhadap

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
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tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas 2019 (COVID-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menggunakan teori
Maslahah.

BAB V, berisi penutup berupa kesimpulan dari analisis yang
dilakukan oleh penulis dan menjadi jawaban dari pokok permasalahan yang

telah dirumuskan. Selain itu memuat pula saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pandangan Maslahah Mursalah terhadap Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 masuk kedalam kategori
Maslahah Dharuriyah sebab membahas mengenai keuangan yang menjadi

kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup manusia.

Terdapat sisi positif dan negatif dalam pandangan kaidah fikih
terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020, sebab kebijakan tersebut berpotensi dapat menjadi celah untuk
melakukan tindak pidana korupsi yang tidak menyangkut mengenai
kemaslahatan umat secara umum, namun Kkebijakan tersebut juga
dibutuhkan untuk mengatasi keadaan darurat akibat dampak yang

ditimbulkan oleh pandemi COVID-19.

B. Saran

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 harusnya dibentuk berdasarkan kemaslahatan umat secara umum
bukan menetapkan kebijakan khusus yang mementingkan sebagian

kelompok tertentu saja.

68
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Perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat
terkait kebijakan yang dibuat, bahwasanya pembentukan kebijakan tersebut
dikarenakan keadaan darurat akibat dampak yang ditimbulkan oleh adanya
pandemic COVID-19 agar tidak terjadi salah penafsiran dikalangan

masyarakat.
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